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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pemerintah Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewajiban kepada 

masyarakat untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam segala kegiatan setiap orang di 

masyarakat. Baik itu bersifat pribadi atau di masyarakat. Namun untuk menjadi negara yang dapat 

menjalankan semuanya, Indonesia memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga pemerintah 

memerlukan pemasukan yang mencukupi guna menjalankan roda pemerintahan. Salah satu 

pemasokan negara terbesar adalah dari pajak. Sebagai contoh pajak yang masih aktif berjalan di 

masyarakat adalah pajak penggunaan meterai.  

Perekonomian Negara yang kuat dapat mengakibatkan sedikitnya beban yang di tanggung 

rakyat dalam keikutsertaan menjalankan roda pemerintahan. Namun Indonesia merupakan negara 

yang masih berkembang, dimana tingkat kemiskinan, kejahatan dan juga kasus-kasus yang 

berkaitan dengan ekonomi menjadi meningkat. Sehingga kejahatan merupakan sesuatu yang 

wajar terjadi. Kejahatan bukan variabel yang berdiri sendiri, kejahatan ditandai dengan 

perkembangan zaman yang semakin maju. Semakin dewasa perkembangan suatu Negara, maka 

akan banyak bentuk dan corak kejahatan yang ada.Ada beberapa contoh kejahatan yang akan 

muncul di masyarakat, seperti penipuan yang sering terjadi di Indonesia.  

Tindak Pidana dalam masyarakat di akhir–akhir ini merupakan fenomena yang selalu 

menjadi topik pembicaraan yang perlu diperhatikan di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa 



 

kejahatan senantiasa melingkupi dimanapun masyarakat berkehidupan. Kepentingan yang 

berbeda-beda di masyarakat membuat kejahatan menjamur dengan amat baik di masyarakat. 

Kejahatan merupakan delik hukum, yaitu peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan 

asas-asas yang ada di dalam keyakinan hidup manusia dan hal ini tentu saja terlepas dari 

Undang-Undang1. 

Kejahatan dalam kajian Departemen Pendidikan Nasional memiliki arti tersendiri, yaitu 

perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma 

yang telah di sahkan oleh hukum tertulis. Di lihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan 

sebagai berikut2: 

”Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang 

ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan 

dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan 

dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat 

tinggal”.  

Kejahatan bukanlah sebagai variableyang berdiri sendiri atau dengan begitu saja 

ada.Semakin maju dan berkembangnya peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk 

dan corak kejahatan akan muncul di permukaan. Dengan kata lain kejahatan atau tindak kriminal 

merupakansalah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. 

Dalam kejahatan banyak pengertian lain atas jenis – jenis kejahatan yang berkembang di 

dunia ini. Di masyarakat salah satu kejahatan yang paling sering muncul adalah Pemalsuan. 

 
1Bawengan, G.W, 2001, Teknik Interogasidan ksus-kasus kriminil, Jakarta: PradnyaParamita, hlm.22. 
2Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 2008, Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya, Cetakan ke X, 

Jakarta: Bima Aksara, hlm.29 



 

Pemalsuan merupakan kejahatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum, 

sehingga sebab dan akibat atas perbuatan kejahatan itu sendiri menjadi perhatian yang menarik 

bagi berbagai pihak, maka dari itu dengan melakukan penelitian khusus pada kejahatan 

pemalsuan maka diperoleh kepastian hukum dan status hukum dari kejahatan tersebut. Dewasa ini 

dunia banyak sekali menemukan tindak pidana dengan keterampilan pemalsuan, semakin canggih 

dunia maka kejahatan pemalsuan akan ditemukan dengan berbagai macam bentuk dan 

perkembangannya, yang hal ini tentu saja merujuk pada semakin tingginya tingkat dari kejahatan 

pemalsuan yang semakin kompleks.  

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah di atur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan akan mengakibatkan korban 

yang merasa dirugikan. Hal ini yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindak 

pidana. Beberapa ketentuan memuat ini dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

pada KUHP Pemalsuan terdiri dari beberapa. Misalnya sumpah palsu atau keterangan palsu, 

pemalsuan mata uang kertas Negara dan uang kertas Bank, pemalsuan surat dan juga pemalsuan 

terhadap meterai dan merk. 

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasaryakni, 

kebenaran (kepercayaan) yang pelangarannya dapat dalamkejahatan penipuan, dan ketertiban 

masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap 

negara/ketertiban masyarakat. Karena kejahatan mengedarkan meterai palsu dapat merugikan 

negara karena uang hasil penjualan sejatinya masuk ke kas negara. Dengan adanya modus meterai 

palsu, negara menjadi dirugikan. Selain itu, kerugian bagi masyarakat adalah setiap dokumen 

yang menggunakan meterai tersebut dinilai tidak sah di mata hukum. 



 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru 

suatu karya orang lain untuk tujuan tanpa seizin yang bersangkutan (Ilegal) atau dengan kata lain 

melanggar hak cipta dari orang lain. Simons merumuskan Pencurian atau Strafbaar Feit adalah 

suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan dinyatakan dapat dihukum3. 

Tindak Pidana Pemalsuan suatu hal atau objek, memang terlihat tampak dari luar seolah-olah 

benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau 

Undang-Undang. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma 

dasar, yaitu4: 

1. Kebenaraan/ Kepercayaan  

Pelanggaran terhadap kebenaran atau kepercayaan dapat tergolong dalam kelompok 

kejahatan penipuan;  

2. Ketertiban Masyarakat 

Ketertiban masyarakat merupakan pelanggaran yang tergolong dalam kelompok 

kejahatan terhadap Negara atau ketertiban masyarakat.  

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu, merupakan salah satu Tindak 

Pidana yang termasuk Tindak Pidana Kejahatan. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemalsuan 

merupakan proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik atau dokumen- dokumen 

(Dokumen Palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah 

kejahatan memperdayakan yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui 

 
3Adami Chazawi, 2002,Pelajaran Hukum Pidana 1,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.40. 
4Wirjono Prodjodikoro, 2003,  Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm.59.   



 

pemalsuan5. Banyak jenis pemalsuan, termasuk di dalamnya Pemalsuan meterai yang sedang 

dibahas pada skripsi ini.  

Meterai sendiri memiliki pengertian meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Indonesia. Tujuan penggunaan Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1985 tentang Bea Meterai dalam bagian menimbang pada huruf (a), secara implisit bahwa 

tujuan dari penggunan meteraiadalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam upaya 

mencapai tujuan pembangunan nasional6. 

Meterai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya meterai maka surat yang 

diberi meterai yang di tentukan oleh Undang-Undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa 

meterai bebagai surat keterangan misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian 

kuasa yang sah.  

Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan surat-surat baru dapat 

pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat digunakan alat bukti pada 

pembuktian bila dibubuhi meterai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pemalsuan meterai 

merugikan pemerintah karena pembelian meterai adalah pajak untuk Negara, maka dari itu 

pemalsuan meterai berakibat berkurangnya pajak Negara.  

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 253 dan Undang-Undang Bea 

Meterai Pasal 14, diancam hukuman 7 tahun penjara bagi pelaku yang meniru atau memalsukan 

meterai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, dengan maksud menggunakan atau menyuruh 

 
5Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI)- Kamus Versi Online, (Online),https://kbbi.we.id/palsu , diakses pada 

08 September 2019, pukul 16.49.  
6Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. 

https://kbbi.we.id/palsu


 

orang lain menggunkan meterai itu dan menganggap meterai itu adalah asali7. Jika maksud tidak 

ada, tidak dikenakan pasal ini. Juga dihukum pembuat meterai dengan cap yang asli 

denganmelawan hak, yang berarti bahwa pemakai cap asli itu tidak dengan izin pemerintah8.  

Sebenarnya dalam peraturannya peranan memegang kendali paling besar untuk 

bertanggung jawab atas percetakan meterai palsu adalah Perum Peruri dan juga PT Pos Indonesia 

(Persero). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa 

pengelolaan benda meterai adalah kewenangan dan tanggung jawab dua pihak yaitu Perum Peruri 

sebagai pencetak benda meterai dan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai pihak yang melakukan 

pengelolaan dan penjualan benda meterai9.   

PT. Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang Industri Pos 

(Courier Service) yakni bergerak dalam bidang jasa seperti Pos & Giro, Bisnis Komunikasi, 

Bisnis Logistik, Bisnis Keuangan dan Filateli, Jasa Keagenan/Pihak III serta jasa lainya sesuai 

dengan Peraturan perundang-undangan. Dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN 

PT. Pos Indonesia termasuk kedalam kategori bisnis Transportasi dan Pergudangan. Apabila 

memperhatikan peran-peran BUMN diatas, sedikit ditemukan peran PT. POS Indonesia sebagai 

perintis penyediaan barang/jasa yang belum diminati swasta, pengelola bidang produksi yang 

penting bagi negara, atau lainnya. Mendekati peran tersebut adalah sebagai penunjang 

pelaksanaan kebijaksanaan negara. Namun hal tersebut sangat mungkin dialihkan kepada swasta 

untuk mengelolanya. 

 
7Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  
8Zamhari Abidin, 2001, Pengertian dan Asas – asas Pidana berserta contohnya, Jakarta: PT Ghalia, hlm. 21.  
9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Pengelolaan 

dan Penjualan Benda Meterai  



 

Yang dapat membedakan Meteraipalsu dapat dilihat dari ciri-ciri fisik yang ter spesifikasi, 

yaitu10:  

1. Meterai saat digunakan dalam dokumen-dokumen penting dengan desain baru sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran dan 

Warna Benda Meterai sejak per 1 April 2015. Sehingga PMK menjadi dasar untuk 

membedakan meterai palsu dan meterai asli. Contohnya, Meterai tempel desain baru 

dengan nominal Rp3.000 memiliki warna biru, sedangkan nominal Rp6.000 memiliki 

warna hijau.  

2. Meterai Palsu akan lebih murah harganya saat diperjual belikan  

3. Meterai Asli dapat dilihat dengan sangat jelas dengan cara dilihat, diraba dan digoyang 

Jika dilihat dalam keberlakuan Tindak Pidana pemalsuan meterai menganut asas perlindungan 

(Nasional Pasif) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 angka 2 KUHP. Tindak Pidana yang 

dirumuskan dalam BAB XI Buku II KUHP berlaku bagi setiap orang yang melakukannya baik di 

Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, ketentuan BAB XI Buku II  

tersebut tidak saja memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat mengenai kepercayaan 

terhadap keabsahan meterai, melainkan juga kepentingan hukum negara dari perbuatan yang 

dapat merugikan sumber pendapatan negara dan perekonomian sosial. Menurut Adami 

Chazawi11: 

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah 

kejahatan pemalsuan, bahan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan 

berbagai macam bentuk dan perkembangannya yangmenunjuk pada semakin tingginya 

 
10Wikipedia, Meterai, (Online), https://en.wikipedia.org/wiki/Matrai, diakses pada 18 November 2019, pukul: 

12.22. 
11 Adami Chazawi, 2005,  “ Pelajaran Hukum Pidana”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.3.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Matrai


 

intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.Kejahatan pemalsuan adalah 

kejahatan yang mana didalamnya menganung sistem ketidakbenaran atau palsuatas sesuatu 

(obyek), yang seharusnya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal bertentangan 

yang sebenarnya.” 

Kejahatan mengedarkan meterai palsu dapat merugikan negara karena uang hasil penjualan 

sejatinya masuk ke kas negara.Dengan adanya modus meterai palsu, negara menjadi 

dirugikan.Selain itu, kerugian bagi masyarakat adalah setiap dokumen yang menggunakan 

meterai palsu tersebut dinilai tidak sah di mata hukum.Bila dibandingkan dengan tindak pidana 

pemalsuan mata uang dan uang kertas, pemalsuan meterai termasuk tindak pidana yang lebih 

ringan. Namun bukan berarti hal ini diperbolehkan oleh negara, karena pada Maret 2019 Polda 

Metro Jaya telah menangkap pengungkapan perkara penerbitan dan pengedaran meterai tempel 

palsu dengan total kerugian negara sampai dengan Rp 27,9 Miliar. Hal ini yang mendasari bahwa 

Tindak Pidana ini memerlukan pengawasan lebih walaupun bukan termasuk dalam Tindak Pidana 

berat12.  

Sebagaimana dapat dilihat dari pidana yang diancamkan pada tindak pidana tersebut. 

Keadaan ini disebabkan pembentuk Undang - Undang menganggap bahwa kepentingan hukum 

masyarakat dan negara yang dibahayakan oleh tindak pidana meterai tidak sebesar dari bahaya 

yang di timbulkan oleh tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. 

Dari latar belakang diatas yang sudah di jelaskan berdasarkan fakta dan informasi, maka 

penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul “PERANAN PT POS 

INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEREDARAN METERAI 

PALSU” 

 
12Feby Novalius, Meterai Palsu di jual Online Rp. 2.200, Negara Rugi Rp. 27,9 miliar, (Online), 

https://economy.okezone.com/read/2019/03/20/20/2032677/meterai-palsu-dijual-online-rp2-200-negara-rugi-rp27-9

-miliar, diakses pada 18 November 2019.  

https://economy.okezone.com/read/2019/03/20/20/2032677/meterai-palsu-dijual-online-rp2-200-negara-rugi-rp27-9-miliar
https://economy.okezone.com/read/2019/03/20/20/2032677/meterai-palsu-dijual-online-rp2-200-negara-rugi-rp27-9-miliar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka timbulah beberapa pertanyaan yang di 

rumuskan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana Peranan PT Pos Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran 

Meterai Palsu di Kota Palembang? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi PT Pos Indonesia dalam melakukan Pencegahan 

Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu di Kota Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan yang 

dikemukakan diatas yaitu:  

1. Mengetahui dan memperjelas bagaimana pengimplementasian peranan PT Pos Indonesia 

dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu di Kota 

Palembang.  



 

2. Mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi PT Pos Indonesia 

dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu di Kota 

Palembang.  

 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, 

sebagai berikut:  

1. Dari segi teoritis: 

a)  Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di 

bidang Ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu 

hukum terkhusus bidang kajian Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Peredaran 

Meterai Palsu yang terjadi di masyarakat.  

b)  Mengetahui secara pasti apakah PT Pos Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan 

meterai secara resmi oleh negara sudah melakukan upaya yang maksimal dalam 

pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu di Kota Palembang.  

c)  Mengetahui sejauh mana pihak PT Pos Indonesia mendapatkan hambatan-hambatan 

dalam melakukan upaya pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu di Kota 

Palembang.  

2. Dari segi praktis:  



 

a) Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam 

permasalahan Peredaran Meterai Palsu di Kota Palembang, terutama erat kaitannya 

dengan pengikatan meterai itu sendiri dari sisi hukumnya.  

b) Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya kepolisian atau 

hakim yang menangani kasus meterai palsu di persidangan, atau menjadi bahan dasar 

kajian ulang oleh PT Pos Indonesia dalam menangani meterai palsu yang semakin 

tinggi tingkat Peredarannya. 

 

E. Kerangka Teori 

Di dunia ilmu hukum teori-teori yang menjelaskan suatu spesifikasi hukum sangatlah 

penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah 

yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi13. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teori 

yang menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah di paparkan, teori tersebut 

antara lain:  

1. Teori Non Penal dalam Penanggulanggan Kejahatan  

Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan atau yang  biasa dikenal dengan istilah 

“politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G Peter Hoefnagels 

menggambarkan ruang lingkup Criminal Policy14.  

 

Dari Skema yang ia buat upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuhdengan:  

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)  

 
13 Satjipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.259.  
14G Peter Hoefnagels, 1969, The Other Side of Criminology, hlm.56.  



 

b. Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment) 

c. Memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass 

media.  

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 

2, yaitu: lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana). 

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non- penal” lebih bersifat tindakan 

pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani 

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan15.  

 

2. Teori Penegakan Hukum  

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian 

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya 

adalah proses perwujudan ide-ide. Sehigga penegakan hukum merupakan usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal16. 

Sedangkan penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah hukum yang harus 

berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, 

dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum, beliau juga 

menyebutkan istilah penegakan hukum dengan substansi yang menentukan bisa atau tidaknya 

hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum juga mencangkup keputusan yang mereka 

keluarkan atau aturan baru yang mereka susun17.  

 
15Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Hukum Pidana, Bunga Rampai, Semarang, hlm.41-42.  
16Dellyana & Shant, 2004, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, hlm.32 
17Khoirun Ummah, Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, (Online), 

http://khoirummah.blogspot.com ,  Diakses pada tanggal 11 September 2019, pukul 21.37.  

http://khoirummah.blogspot.com/


 

 

3. Teori Peran 

Peran menurut Poerwadarminta adalah “tindakanyang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat diatas perananadalah 

tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalamsuatu peristiwa, peranan 

merupakan perangkat tingkah laku yangdiharapkan,dimiliki oleh orang atau seseorang yang 

berkedudukan dimasyarakat. Kedudukandan peranan adalah untuk kepentinganpengetahuan, 

keduanya tidak dapatdipisahkansatu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto Pengertian 

Peranan/ Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan18.  

Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudindalam buku“ensiklopedia manajemen“ 

mengungkap sebagai berikut 19: 

a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen; 

b. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status; 

c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata; 

d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristikyang adapadanya; dan 

e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah Empiris.Metode penelitian  empiris adalah suatu 

metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat  dalam artian nyata dan meneliti 

 
18Soejono Soekanto, 2002, Teori Peranan dalam sebuah Hukum, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.243.  
19Komaruddin, 2001, Ensiklopedia Manajemen, Edisi IX,  Jakarta: Bumi Aksara, hlm.81 



 

bagaimana bekerjanya  dilingkungan masyarakat.Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti 

oang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian  empiris dapat dikatakan 

sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian  yang diambil dari 

fakta- fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan  atau badan pemerintahan20.Pada 

peneliyian ini dilihat utamanya bagaimana peranan PT Pos dalam melakukan pencegahan 

Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari 

waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang 

melandasi aturan hukum tersebut.Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar 

belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi21. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan 

dengan isu hukum yang dihadapi.Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang 

telah memperoleh putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada 

suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu 

hukum yang dihadapi.22 

c. Pendekatan Sosiologi 

 
20 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.14 
21 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93. 
22 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23. 



 

Pendekatan Sosiologi yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum 

didalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan 

bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.23 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer  

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei 

lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. 24 Data primer dari kegiatan 

penelitian lapangan yang dilakukan secara purvosive sampling pada orang atau instansi 

yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara. 

b.  Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (Library 

Research). Studi pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum: 

1) Bahan Hukum  Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan 

perundang-undangan yang terdiri dari : 

a) Pasal 253 – 257 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai 

c) Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos  

d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, 

Pengelolaan, dan Penjualan benda Meterai 

 
23Ibid. 
24Ibid, hlm. 105. 



 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, 

doktrin, teori hukum.  

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan 

hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa indonesia ,kamus 

hukum, media masa , dan internet untuk menunjung penelitian 

 

4. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di PT Pos Indonesia di wilayah keja Kota Palembang.Yang terletak di 

PT Pos Indonesia Kota Palembang, Jl K A Rivai No.63, Kota Palembang – Sumatera Selatan. 

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Arikunto, berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. 

Sedangkan menurut Sugiyono, populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, 

populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat 

berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tau 

tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.25 

 
25Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.  



 

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah di PT Pos Indonesia Kota 

Palembang. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dengan sampel atau contoh 

adalah sebagian atau akil populasi yang diteliti.Pada umumnya obeservasi dilakukan tidak 

terhadap populasi melainkan pada sampel.26Dan yang dijadikan sampel dalam penelitian 

ini adalah PT Pos Indonesia Kota Palembang. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data-data hukum digunakan dalam penelitian  adalah: 

a.  Studi Lapangan (Field Research),yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan 

melakukan wawancara pada sumber informasi yaitu PT Pos Indonesia Kota 

Palembang, yang mana sumber tersebut akan diwawancari mengenai sejauh mana 

penelitian ini mendapatkan jawaban yang pas sesuai dengan tujuan awal penelitian.  

b. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu  cara mengumpulkan data dengan 

melakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai 

penunjang studi lapangan 

 

7. Analisis Data 

Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif terhadap data primer maupun 

data sekunder yang menjadi data deskriftif.  Metode kualitatif adalah upaya untuk 

 
26Ibid, hlm. 118. 



 

menghasilkan data deskriftif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden 

secara tertulis atau lisan.27 

 

8. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu 

penalaran yang berlaku umum  pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses 

terjadi dalam dedukasi adalah konkretitasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum 

diterapkan pada keadaan khusus. 28  Sehingga dapat disimpulkan aturan-aturan khusus 

mengenai bagaimana Penanggulangan Peredaran atas Meterai Palsu yang diusulkan oleh PT 

Pos Indonesia dengan sampel kecil pada PT Pos Indonesia Kota Palembang.  

 
27Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

hlm. 95. 
28Ibid, hlm.111. 
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